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PERATURAN MENTERI   

DESA,  PEMBANGUNAN DAERAH  TERTINGGAL,  DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA,  PEMBANGUNAN DAERAH  

TERTINGGAL,  DAN TRANSMIGRASI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG 

TATA CARA MEMPEKERJAKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI 

NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,  

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  

DAN TRANSMIGRASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI  DESA,  PEMBANGUNAN  DAERAH  TERTINGGAL,  DAN TRANSMIGRASI 

 REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan 

Nomor:S-379/MK.02/2017 tanggal 2 Mei 2017, hal 

Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli (TA) dan Asisten 

Tenaga Ahli (AsTa) pada Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 

perlu penyesuaian Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli 

(TA) dan Asisten Tenaga Ahli (AsTa); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  

 
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 
 

SALINAN 
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Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mempekerjakan 

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 5655); 

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 13); 

7. Peraturan   Kepala   Badan   Kepegawaian  Negara  

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional 
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Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 296); 

8. Peraturan Kepala  Badan   Kepegawaian   Negara Nomor 

8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

463); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Penanganan Benturan Kepentingan di 

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal,  dan Transmigrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1431); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1432); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1433); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 29 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah 

Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

43); 
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                  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN 

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 29 

TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA MEMPEKERJAKAN 

PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN 

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 

29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43), 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 

berbunyi sebagai berikut:   

 

Pasal 4 

(1) Fungsi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi. 

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah dan ayat 

(4) Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 10 

(1) Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 

didasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Sekretaris 

Jenderal. 

(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui proses seleksi secara terbuka 

yang diatur oleh Keputusan Sekretaris Jenderal. 

(3) Seleksi secara terbuka sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) didasarkan pada kebutuhan kompetensi dan 

kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1). 

(4) Dihapus. 

(5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mencakup seleksi administrasi dan seleksi kompetensi 

bidang. 

3. Ketentuan Pasal 11 dihapus. 

4. Mengubah Lampiran II sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 26 Mei 2017 

 

MENTERI DESA,  

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                ttd.      

 

                  EKO PUTRO SANDJOJO 

 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 30 Mei 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

 

 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 763  
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                                                                  LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTERI DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  

NOMOR 7 TAHUN 2017  

TENTANG  

TATA CARA MEMPEKERJAKAN 

PEGAWAI PEMERINTAH NON 

PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

 

Kualifikasi dan Besaran Maksimal Honorarium Tenaga Ahli, Asisten 

Tenaga Ahli dan Tenaga Penunjang 

TENAGA AHLI 

Kualifikasi  

 
Uji 

Kompetensi 

Besaran 

Maksimal 

Honorarium Pendidikan 

terakhir 

Pengalaman 

kerja 

relevan/Tahun 

Utama  S1 5 

Lulus  6.500.000  S2 3 

 S3 1 

Madya S1/D4 4 

Lulus  6.000.000  S2 2 

 S3 0 

Muda S1/D4 3 
Lulus  5.000.000 

 S2 1 
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ASISTEN 

TENAGA 

AHLI 

Kualifikasi 

 

Uji 

Kompetensi 

Besaran 

Maksimal 

Honorarium 
Pendidikan 

terakhir 

Pengalaman 

kerja 

relevan/Tahun) 

Tingkat I D4 4 

Lulus  4.500.000  S1 2 

 S2 0 

Tingkat II D4 2 

Lulus  3.500.000 

 S1 1 

 

TENAGA 

PENUNJANG 

Kualifikasi 

 Uji 

Kompetensi 

Besaran 

Maksimal 

Honorarium 
Pendidikan 

terakhir 

Pengalaman 

kerja/Tahun 

D3 1 

Lulus  
3.000.000/UMP 

Jakarta 
SMA/SMK/STM/ 

Sederajat 

2 

 

MENTERI DESA,  

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

      

    ttd. 

 

                  EKO PUTRO SANDJOJO 


